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PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
| NOMOR 33 TAHUN 2009

TENTANG

| 'JAMINAN PENDIDIKAN BAGI ANAK USIA SEKOLAH

Mehimbang :

Méngingat :

DARI KELUARGA MISKIN (AUSKM)
DAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

o DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |

BUPATI KARANGANYAR

. bahwa untuk menmgkatkan kualitas Sumber Daya 'Manusia

keluarga miskin dan anak berkebutuhan khusus maka Anak Usia
Sekolah dari Keluarga Miskin (AUSKM) dan anak berkebutuhan
khusus periu dijamin kelangsungan pendidikannya;

. bahwa untuk menunjang penuntasan waijib belajar 9 (sembilan)

tahun bagi anak keluarga miskin dan anak berkebutuhan khusus
di Kabupaten Karanganyar pedu duamln pemblayaan
pendidikannya; o '

¢. bahwa untuk maksud tersebut perlu dlatur dan dntetapkan dengan

Peraturan Bupati;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahunl1950-‘}tehtang Pembehtukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam ngkungan Provinsi. Jawa
Tengah;

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang

Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesra

-~ Nomor 3670) ;
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlmdungan

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonessa
Nomor 4235);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan ,

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republ:k Indonesia

- Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
- Pendidikan Nasional (Lembaran Negara. Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republlk
Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republuk

. Indonesna Nomor 4389)



v

T Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan —
“ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 =~
“ Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia =~
 Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir .
. dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
' tentang Pemerintahan . Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara i

- Republik Indonesia Nomor 4844);. T
8. Undang-Undang Nomor 33 “Tahun 2004 tentang Penmbangan}_ﬁ; R
- Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah .
"~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, -
. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan T
- Dasar (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1990 =
- Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3412)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

| Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik indonesia - o
' ':-,":Tahun 1998 Nomor 191 Tambahan Lembaran Negara Repubhk S

"Indonesia - Nomor 3764); -

10 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendldukan S
'Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990

‘Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia

Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan - -
- Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik
- indonesia Tahun 1998 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara . '

Repubhk Indonesia Nomor 3765);

o '. 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendtdlkan» i

Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
" Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndonesna’
Nomor 3460); = = - o

- ) 12 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendndnkan ,
‘Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991

~ Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republlk lndonesua»
‘Nomor 3461);

o "13 Peraturan Pemermtah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran" o
- Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara -

- Repubhk Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran' =
Negara Republik Indonesia .~ Nomor 3485); :

o 14 Peraturan . Pemerintah Nomor 23 Tahun 1998 tentang E »
- Penyandang Cacat (Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Tahun 1998 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43
~Tahun 1998;

| 15 Peraturan Pemermtah ‘Nomor- 19 Tahun 2005 tentang ‘Standar

" Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
‘Indonesia Nomor 4496); -

T 16 Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang - -
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah - -

- diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
' -.'Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
‘Negeri Nomor 13~~~ Tahun 2006 tentang Pedoman o

Pengelolaan Keuangan Daerah; -

',...17 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun' o

2006  tentang Pendidikan (Lembaran Daerah = Kabupaten
Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31, Tambahan Lembaran’ '

C Daerah Kabupaten Karanganyar



Menetapkan

MEMUTUSKAN

':'PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN

BAGI ANAK USIA SEKOLAH DARI KELUARGA MISKIN DAN
ANAK YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS o

- BmBI
o _,KETENTUAN UMUM*f_.'_

Pasal 1

 Dalam Peraturan Bupati ini yahg dimaksud dengan
.

2

. 4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri
. dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan
- anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah

. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. L
.. Pemerintah ~ Daerah ~adalah Pemenntah Kabupaten» SN
Karanganyar. o

Bupati adalah Bupati Karanganyar “

dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampal dengan”v i
derajat ketiga. -

. Keluarga Miskin édalah keluarga yang tidak beker]a atau o
tidak - memiliki ‘penghasilan tetap atau yang memiliki =~
penghasilan di bawah Pendapatan Perkapsta Kabupaten dan =

tidak tercukupi kebutuhan primemya.

. Anak Usia Sekolah adalah anak berusia 15 tahun termasuk SRR

“anak-anak yang berkebutuhan . khusus (walau sudah

. melampaui batas usia 15 tahun), yang seharusnya
“menempuh pendidikan pada jenjang pendldskan dasar dan

pendidikan menengah pertama. -

. Anak Usia Sekolah dari Keluarga Mlskm yang se{anjutnya’ o
disingkat dengan AUSKM adalah anak berusia 7 sampai 15
~ tahun termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus
- (walau sudah melampaui batas usia 15 tahun), yang

B seharusnya menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan

9.

o dasar dan pendldtkan menengah pertama yang berasa! dan o

keluarga miskin. -
Anak - berkebutuhan khusus adalah anak yang secara

 signifikan (bermakna) - mengalaml kelalnanlpenylmpangan .
(phisik, mental-intelektual, sosial, emosional) dalam proses
,peﬂumbuhaMpeﬂ(embangannya dibandingkan  dengan
“anak-anak lain seusianya sehmgga mereka memerlukan

pelayanan pendidikan khusus. .

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah o
~ dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10.Pendidikan adalah usaha sadar dan ferencana untuk
~ mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar -

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

' untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan pengendalian -
~ diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta =
rketerampllan yang dlperlukan dmnya masyarakat bangsa SRR

dan negara.

‘ 11 Jaminan Pendndnkan adalah kepastzan untuk memperolehf‘ R

Iayanan pend|d|kan



S T

1'2.> Blaya Pendldlkan adalah blaya yang dlgunakan untuk proses pendldnkan_}'
yang meliputi biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal. -

- - 13. Penyelenggara Jaminan Pendidikan adalah Iembaga yang bertugas untuk o
'~ memverifikasi data, dan mengusulkan calon penerima jaminan serta
. memonitor pelaksanaan jaminan pendidikan, yang untuk -selanjuthnya =
~ disebut Tim Penjamin Pendudnkan Keluarga Mlskm dan Anak Berkebutuhan -

" Khusus (TPPKM-ABK).

14; -Pendidikan Dasar - adalah Pendldlkan ‘umum yang lamanya 9 tahun -
- diselenggarakan - selama 6 tahun di- SDIMiISDLB dan 3 tahun di

- SMP/MTs/SMPLB atau Pendidikan yang sederajat. -

 15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan benenjang o
Ll yang terdiri atas pendldlkan dasar pendldukan menengah dan pendldnkan B
o .v,1_6.'v'Pend|d|kan nonformal adalah jalur pendldikan di luar pend:dlkan formal ,

" yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang

’ . 17. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia- nbripemenntah"." B

- 'yang mempunya: perhattan dan peranan dalam bldang pendldnkan

-~ BABI
- MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

 Maksud Penyelengaraan "Jam-man Pendidikan bagi AUSKM dan anak o
~ - berkebutuhan khusus adalah untuk menjamin kelangsungan pendldlkan bagl' e ‘
e anak usia sekolah dari ke{uarga mlskln di Kabupaten Karanganyar '

Pasal 3

Tu;uan Penyelenggaraan Jém;nan Pendldikan bagn AUSKM dan anak:-

berkebutuhan khusus adalah:

a. mendorong masyarakat mlskm dan yang belkebutuhan khusus untukf o

" meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan; -

- b. memberikan kepastian layanan bagi Anak Usia Sekolah dari Keluarga MISklrI e

- dan anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh mformas: dan Co
. _memanfaatkan layanan pendidikan; = - N
- ¢. memberikan kepastian kelangsungan pendldikan bermutu bagl Anak Us:ai '

" Sekolah dari Keluarga Miskin dan anak berkebutuhan khusus;

o ‘d. memberikan kepastian layanan pendidikan dasar dan menengah béga Anak : o
~ Usia Sekolah dari Keluarga Miskin dan anak berkebutuhan khusus untuk o

dapat dltenma o!eh semua sekolah di Kabupaten Karanganyar

BABIII
VIS! DAN MlSI

Pasal 4

» VS! Penyelenggaraan Jarﬁmén Pendidikan bégl AUSKM dan anak yang
- - berkebutuhan khusus adalah AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus yang
-vberbudl unggul dan mandm , , ,

Pasal 5

Ve MlSl Penyelengaraan Jamman Pendld:kan bag| AUSKM dan anak berkebutuhan R
- khusus adalah: =~ N
' a. terlaksananya pembenan ;amman pendrdrkan bagt AUSKM dan anak yang- L
... berkebutuhan khusus; = - o

" b. menyediakan pelayanan pendldlkan bermutu bagl AUSKM dan anak yang ', I

berkebutuhan khusus



a-,'_

e memastakan bahwa Iembaga pendldlkan formal dan Iembaga pendldlkan non-
- formal memberikan layanan pendidikan yang bermutu bagl AUSKM dananak .= =

‘yang berkebutuhan khusus;

d. mewujudkan partisipasi - masyarakat Iembaga serta duma usaha dalam'

menjamin kelangsungan pendidikan yang bermutu bagl AUSKM dan anakv =
. yang berkebutuhan khusus o L ) , -

BABIV
CSASARAN

Pasal 6

'  Sasaran Penyelenggaraan Jamman Pendldlkan} bagn AUSKM dan anak,:’ S
berkebutuhan khusus adalah seluruh anak tanpa bias gender yang meliputi: =~ L
a. anak usia sekolah dari keluarga miskin, termasuk anak yang tmggal d: Pantl' o

- Asuhan maupun pondok pesantren

b ‘anak berkebutuhan khusus ;
o }'c anak korban bencana alam

Pasal 7.

Persyaratan Penenma Jamman Pendldlkan bag: AUSKM dan anak yang
- berkebutuhan khusus adalah: : _

- . a. memenuhi kriteria sasaran sebagaamana dlmaksud dalam Pasal6

- b. berusia 7 sampai 15 tahun, kecuali anak yang berkebutuhan khusus,. _
~ ' c. sudah terdaftar atau belum terdaftar sebagal peserta didik d| Seko!ahl

-“Madrasah atau pendidikan non formal;

. ke jenjang lebih tinggi oleh orangtua/wali atau warga masyarakat.
tunanetra/anak yang mengalami gangguan penglihatan :

tunarungu/anak yang mengalami gangguan pendengaran

. tunadaksa/mengalami kelainan anggota tubuh : :
berbakat/memiliki kemampuan dan kecenderungan luar btasa

tunagrahita o :

~ lamban belajar (slow leamer)

. anak yang mengalami kesulitan belajar spesrﬁk

" anak yang mengalami gangguan kominikasi-

o m tunalaraslanak yang mengalam: gangguan emosuonél dan penlaku |

o ‘BAB'V
PENYELENGGARA |

Pasal 8

"‘.f,(1)Penyelenggara Jamman Pend:dlkan bag»l AUSKM  dan anak yang

- berkebutuhan khusus adalah Tim Penjamm Pendldskan Keluarga Mlskln dan
Anak Berkebutuhan Khusus (TPPKM-ABK). ‘

s ‘,_(2) TPPKM-ABK dlbentuk‘ | oleh Bupatl dan anggotanya dltetapkan dengan

“Keputusan Bupati.

o (3) Susunan TPPKM-ABK tetdln dan unsur'

. DPRD KomisiD . ' o

. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Karannganyar

- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh L

. Inspektorat Kabupaten o )

. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretarlat Daerah . o
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperas: dan Usaha Mikro Kecll

dan Menengah SRR , 3

vtpf.'""_tb‘a;,d”cm

dnlaporkan sebagai anak putus sekolah dan étau tldak melanjutkan sekolah~ SRR



L e

.',Danas Sos:ai Tenaga Ket}a dan Transm:grasr R
_ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar f S

" Departemen Agama Kabupaten Karanganyar EEP

- Bagian Hukum Sekretariat Daerah - I

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatlka

. Badan Pusat Statistik Kabupaten . .

. Dewan Pendidikan Kabupaten Karanganyar L
Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat S

(4) TPPKM-ABK bertugas untuk: :

osgrmmerz

. a Melakukan pendataan dan veﬁf' kasu AUSKM dan anak yang berkebutuhan“’_ : S

_khusus;

s b fmengusulkan AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus sebagal calon_ o

- ‘penerima jaminan pendidikan kepada Bupati;

.- c.- melakukan  monitoring - dan- evaluasi - terhadap pelaksanaan ]amman P
"~ layanan pendidikan bagi AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus; .
-~ d. memberi masukan untuk tindak-lanjut dalam rangka peningkatan mutu - -
"~ layanan penjaminan - pendadakan bagl AUSKM dan anak yang ber-l[f_.’ —

"»-f'j.:,kebutuhankhusus R | R

BAB VI L
ANGGARAN

Bagtan Kesatu : ,; _ TSR
Sumber Pendanaan R

Pasal 9

o »'vv(1)Dana untuk menjamm pendldnkan bagl AUSKM dan anak berkebutuhan_57{"-»"':»‘,"?'1:’ :

khusus bersumber dari:
~ a. Pemerintah Pusat;
'b. Pemerintah Provmsu
" ¢. . Pemerintah Daerah; - - - o
"d. Sumber dana lain yang sah dan tldak mengakat.

o | _'-"(2) Pemerintah Daerah menetapkan dana jaminan pend:dlkan bagl AUSKM dan'g_ ERT
o “anak yang berkebutuhan khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Be!anja_ o S

Daerah (APBD)

BaglanKedua U
Penggunaan L

Pasal 10

I { Dana sebagalmana dnmaksud dalam Pasal 9 dlpergunakan untuk T
" a. membiayai pendidikan bagi AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus -
~©~ yang terdiri atas : luran orang tua siswa, uang saku siswa, uang transportke .

- . sekolah, buku dan a!at tulls snswa seragam s:swa serta blaya praktek kerja et LT
... bagisiswa; R
. b. biaya mvestasu dan blaya operasuona! Pendadlkan Formal dan Pendldlkan

* - Non Formal; .

| "» c. blaya Operasronal pelaksanaan keglatan TPPKM-ABK

o Baglan Ketlga R
‘»i"ﬁ Pertanggung;awaban ';_ o

o "'v‘; ’ (1) Dana sebagalmana dtmaksud dalam Pasal 9 drkéldlé berdasarkan ketentuan -

peraturan perundangan yang berlaku



(2) TPPKM-ABK wajlb melaporkan pertanggung;awaban pengelolaan anggaran |
kepada Bupatl setiap akhir tahun. : ,

: BAB i
PROSEDUR PENJAMINAN

' _ Pasal 12
Prosedur pemanfaatan jaminan Iayanan pendidikan bagl AUSKM dan anak yang
berkebutuhan khusus, adalah: .
a. Orang tua/masyarakat/Kepala Sekolathadrasah bersama~sama Komite
Sekolah mengajukan permohonan AUSKM dan anak yang berkebutuhan
~ khusus ke TPPKM-ABK; '
b. daftar pada AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus harus dlketahm '
oleh Kepala Desa dan Camat
- ¢. TPPKM-ABK memverifikasi kebenaran data tersebut dalam huruf a;
d. TPPKM-ABK menetapkan AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus hasnl
- verifikasi sebagai calon penerima Jaminan Pendidikan; -
e. hasil penetapan tersebut dalam huruf c, diusulkan oleh Kepala Dinas
~ Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kepada Bupati untuk dltetapkan dengan
Keputusan Bupati; '
f. Keputusan Bupati disampaikan kepada Kepala Sekolah/Madrasah Kepala
DesalLurah Camat dan Komite Sekolah ' :

’ - Pasal13 , '
Prosedur pemanfaatan jamlnan layanan pendldlkan bagl AUSKM dan anak yang
" berkebutuhan khusus pada pendidikan non-formal:
a. masyarakat/Pimpinan lembaga pendidikan non ' formal mengajukan
permohonan AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus ke TPPKM-ABK;
b. daftar AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus harus dilampiri surat
keterangan miskin dari Kepala Desa / Lurah dan diketahui oleh Camat, '
¢. TPPKM-ABK memverifikasi kebenaran data tersebut dalam huruf a; S
d. TPPKM-ABK menetapkan usulan AUSKM dan anak yang berkebutuhan
- khusus calon penerima jaminan;
~e. Hasil penetapan tersebut dalam huruf d, dtusulkan oleh Kepala Dmas B
- Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kepada Bupatl untuk dltetapkan dengan -
~ Keputusan Bupati;
f. Keputusan Bupati d:sampaukan kepada plmpman Iembaga Kepala Desal
Iurah Camat yang bersangkutan '

BAB v
MONITORING EVALUASI DAN SANKS!

‘ - Pasal 14
-(1)TPPKM—ABK melaksanakan rnomtonng dan evaluasi pelaksanaan
penjaminan pendidikan bagi AUSKM dan anak berkebutuhan khusus; dan
hasilnya dilaporkan kepada Bupati,
(2) Jaminan Pendidikan dapat dlhentlkan apabila AUSKM dan anak yang ber-
kebutuhan khusus penerima jaminan:
a. tidak bersekolah lagi di Kabupaten Karanganyar
b. tidak memenuhi kntena persyaratan penenma 1am1nan yang telah
) - ditentukan = , ,
~ c. meninggal dunia.
(3) Sekolah/Madrasah atau Lembaga Pendldlkan Non Formal dllarang untuk o
. a. membuat/menyusun/merekayasa data ajuan dan atau laporan tentang
~ AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus;




. Dnundangkan dz Karanganyar V
padatanggal IS Mol 2009

_b menyalahgunakan dana Jamlnan bagl AUSKM dan anak yang ber-»"lil",

‘kebutuhan khusus;

o }ié c “melakukan. hal laln yang berak:bat pada t:dak tercapamya tujuan IR
pembenan 1amman pendldnkan bag| AUSKM dan anak yang berkebutuhan B

-~ khusus.

f (4) Sekolah/Madrasah atau Lembaga Pendadnkan Non Formal yang melakukan' o
- pelanggaran sebagaimana d:maksud pada ayat (3) d:kenakan sanks: sesuai

ketentuan yang beriaku. -

' (5)Jenis dan bentuk sanksi Sebagatmana dtmaksud pada ayat @ d:tetapkan -
. oleh Bupatl atas rekomendam dari TPPKM-ABK . ‘ } Lo

cLE .f_"BAle
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

o Peraturan Bupat: ini mulal berlaku pada tanggal d:undéngkan

Agar setlap orang mengetahumya memerlntahkan pengundangan Peraturan
o Bupatr ml dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Karanganyar o

Dltetapkan di Karanganyar ’ .
pada tanggal \9 N\Q( ;}ooq

BUPATI ”

H; RlNA IRIANI SRI (GSH, SPd, MHm

!S | AERAH KABUPATEN KARANGANYAR

s kasTondosvm I e
* BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR AR
TAHUN 2009 NOMOR ¢ AR



